KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il KEBUMEN

INOMOR

7 TAHUN: 199%%  SErl: P NOMOR 7

PERATURAN

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 1894
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH
KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EEA

BUPATI

Menimbang : a.

KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

bahwa dengan telah diterbitkannya Ins -
truksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan
Menteri Dalam Negeri HNomor 1i5 Tahun
1991 tentang Pedoman Organisasi dan
Tatakerja Pemerintah Kelurahan dan Surat
Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari
1993 Nomor 061/160/SJ tentang Penetapan
Pola Organisasi Pemerintah Keluwvahan di
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa. Tengah,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen Nomor 07 Tahun 198
tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Kelurahan perlu ditinjau
kembali ; '



Mengingat

4

w

{
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bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut
di atas perlu me etapkan Peraturan Dae-
rah yang baru tentang Susunan Organisasi
dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan di
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Kebumen.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok~-pokok Pemerintahan d4i Dasrah ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 ten -
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
jo. Peraturan Pe erintah Nomor 32 Tahun
1950 ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1879 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Desa ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 -
Tahuni980 tentang Fedoman Pembentukan,
Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan
Kelurahan ; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorv5 -
Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun da-
lam Desa dan lingkungan dalam Kelurahan;.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115
Tahun 1991 +tentang Pedoman Nrganisasi
dan Tataker*= Pemerintah Kelurahan ;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Kepu -
tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Ta-
hun 1981.




1gan persetujusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
:en Daerah Tingiat IT Kebumen

etarkan :

MEMUTUL SKAN :

YERATURAN DAERAH KAHUPATEN DAERAH TINGKAT
LT KEBUMEN TINTANG SUSUNAN ORGANISAST DAN
CATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

B AB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud-
dengan

a Pemerintah Daerah adalah Pemqrintah Ka-
bupaten Daerah Tingkat IT Eebumen ;

T

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Ke-
pala Daerah Tingkat II Xebumen :

Camatl adalah Kepala Wilay=zh Kecamatan -
di dalam Wilayah Kaktupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen ;

e

d. Pemerintah Jelurahan adalah Pem¢rintah
Kelurahan Kabupaten Daerah Tingkat II
FKebumen ; ’

e. Kelurahan adalah suatu Wilayar yang di
tempati oleh sejumlah pendu. :k vang
mempunyai organisasi pemerintahan te-
rendah langsung d1 bawah Camat . vang

tidak .... . ....



tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga-
nya sendiri ; a3 '

Hy

Kepala Kelurahan adalah alat pemerintahan
yang berada langsung di bawah Camat.

B AB 11 ‘
KEDUDUKAN, TUGAS POKOCK DAN FUNGSI
Pasal | 2 ’

{1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang
berada di bawah Camat dan bertanggung jawab
kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang‘Kepala Ke -
lurahan.

Pasal 3

|
Kelurahan mempunyail tugas pokok melakukan pe-

nyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan ke- -

masyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urus-
an pemerintahan umum dan urusan pemerintah dae-
rah di wilayahnya.

Pasal | 4

‘Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini Kelurahan
mempunyai fungsi :

a. melakukan koordinasi terhadap jalannya peme-
rintahan Kelurahan, 'pelaksanaan pembangunan
dan pembinaan .kemasyarakatan ;

e



b. melakukan tugas dibidang pembangunan dan -
pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tang-
gung Jawabnya ;

c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan -
partisipasi dan swadaya gotong royong masya-
rakat ; '

d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan -
ketenteraman dan ketertiban wilayah ;

e. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpah -
kan kepsda Pemerintah Kelurahan.

BAB IIT
ORGANISAGSI
Bagian Pertama
Pola Organisasi
Pasal 5

(1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun -
. berdasarkan Pola Minimal dan Pola Maksimal.

(2) Pola Organisasi sebagaimana tersebut pada -
ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan
beban kerja Kelurahan yang bersangkutan.

{(3) Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini seba-
gaimana tersebut dalam Lampiran III Peratu-
ran Daerah ini.

Bagian Kedua
Organisasi Pemerintah Eelurahan Pola Minimal
Paragraf 1

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Minimal

Pasal 6 ........



Pasal

(1) Susunan Organisas
la Minimal terdir

Kepala Kelurahan

Lingkungan ;

QL0 ow

i Pemerintan Kelur
i dari

han Po--

o

Sekretariat Kelurahan ;

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat Kelurahan terdiri dari 3 (tiga)
urusan dan iingkungan terdiri dari 2 (dua)

lingkungan.

(3) Sekretariat Kelurahan dan Lingkungan dipim-
pin oleh secrang Kepala vang berada di ba-

wah dan bertanggung
lurahan.

(4) Bagan Struktur CUrgan

pawab kepada Kepala Ke-

isasi Pemerintah Kelu -

rahan Pola Minimal sebagaimana tersebut da-
lam Lampiran I Peratpran Daerah ini.

Paragr
Kevasla X
Pasa

nt 2
elurahan
T 7

Kepala Kelurahan mempunyai tugas pokok dan

fungsi sebagaimana dimak
Peraturan Daerah ini.

“aragr
Sekretariat
Pasa

(1) Sekretariat Keluraha
vang berada dibawah

(2)

sud dalam Pasal 3 dan 4

af 3
Kelurahan
L8

n adalah unsur staf -
Kepala EKelurahan.

Sekretariat . ... .. .. ..




(2) Sekretariat Kelurahan dipimpin cleh Sekre —
taris XKelurahan.

Fasal 9

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu
Kepala Kelurshan dibidang pembinaan administra-
8i dan memberikan pelayanan teknis administra—-
tif kepada seluruh rerangkat Pemerintah Kelura—
han.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9
Peraturan Daerah ini Sekretariat Kelurahan mem—
punyail fungsi :

a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang
dilakukan oleh Perangkat Kelurahan ;

b. melskukan pengumpulan, mengevaluasi data dan
pPerumusan program serta petunjuk untuk ke -
periuan pembinaan penyelenggaraan tugas umum
Femerintah Kelurahan, pembangunan dan pembi-
naan kesejahteraan rakyat ;

c. melakukan pemantauan terhadap kegiatan pe —
nyelenggaraan tugas umum remerintahan, pem—
bangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;

d. memberikan pelavanan kepada masyarakat dibi-
dang pemerintahan dan kesejahteraan ;

melakukan urusan surat menyurat, kearsipan,
rumah tangga, perlengkapan dan menyusun la-—
poran serta memberikan pelayanan teknis dan

4]

administrasi ......_.



administratif kepada seluruh perangkat Peme—
rintah Kelurahan.

Pasal 11

(1) Sekretariat Kelurahan'terdiri dari

a. Urusan Pemerintahan ;
b. Urusan Pembangunan ;
c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud —

ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang
Kepala Urusan yang berada di bawah dan ber-—
tanggung jawab kepada BSekretaris Kelurahan.

Pasal 12

Urusan Pemerintahan mempunyail tugas :

a.

mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi'daﬁa
dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ket
tertiban ; o

mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan -
wilayah dan masyarakat ;

melakukan pelayanan kepada masyarakat dibi -
dang pemerintahan, Xketenteraman dan keter-
tiban ; ‘

membantu tugas-tuzas dibidang pemungutan Pa-
jak Bumi dan Bangunan (PBB) ;

membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilih-
an Umum (PEMILU) ; ‘

f. membantu ........




a.

membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang

keagrariaan £esual dengan peraturan perun -
dang-undangan vang berlaku ;

melakukan pembinaan ketenteraman dan keter-
tiban masyarakat ;

membantu penyelenggaraan kegiatan adminis-
trasi pertahanan sipil 5

membantu pelaksanaan pengawasan terhadap
penyaluran bantuan kepada masyarakat serta
melakukan kegiatan réngamanan akibat ben -
cana alam dan bencana lainnya ;

membantu dan mengusahakan kegiatan vang
berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di

bidang pemerintahan, ketenteraman dan ke~
tertiban. .

Paséiﬁ13

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

mengumpulkan, mengolah dan mengevgluasil
data dibidang perekonomian, pembangunan dah
kesejahteraan rakyat ; y

melakukan kegiatan pembinaan terhadap perko-
pérasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegi -
atan perekonomian lainnya dalam -rangka me-

"“ningkatkan kehidupan perekonomian magya -

rakat ;

¢c. melakukan .......



melakukan pembinaan dalam bidang keagamasam ,
kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan
masyarakat ; |

melakukan pelayananikepada ﬁasyarakat di bi-
dang perekonomian, bembangunan dan kesejah-
teraan rakvat

melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan
swadaya dan partisipasi masyarakat dalam me-
ningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pem-
bangunan ; -

membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan -
pembangunan serta menjaga dan memelihara
prasarana dan sarana fisik di lingkungan kex
lurahan ; '

melakukan administrasi perekonomian dan pem-

- bangunan di kelurahan ;

membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan
dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan

‘Masyarakat Desa :

membantu mengumpulkan dan menvalurkan dana/
bantuan terhgdap korban bencana alam dan
bencana lainnya

membantu pelaksanaan pembinasn kegiatan Pem-
binaan Kesejahteraan Keluarga (PKX), Karang
Taruna, Pramuka, dan Organisasi I emasyara—
katan lainnya ; :

membina kegiatan pengumpulan zakat., infak -
dan shodagoh ;

membantu pelaksanaad pemungutan dana Palang




m.
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Merah Indonesia (PMI)

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan - di-
bidang perekonomian, pembangunan dan kese-
jahteraan rakyat.

Pasal 14 . ¢

Urusan Umum mempunyai tugas :

a.

b.

melakukan tugas'administrasi kepegawaian ;
melakukan administrasi keuangan 3

melakukan urusan perlengkapan dan inventaris
kelurahan

me lakukan urusan rumah tangga ;

mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas
dan upacara ;

melakukan urusan tata usaha kelurahan ;
mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pe -

merintah Kelurahan.

Paragraf 4
Lingkungan
Pasal 15

(1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerin -

tah Kelurahan dengan wilayah kerja terten—
tu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada
di bawah dan bertanggung Jjawab kepada
Kepala Kelurahan.

" (2) Lingkungan ........



{23 Lingkungan dipimpin o

(35 Penetapan lingkungan
akan diatur kemudian
ti Kepala Daerah.

Pasal

Lingkungan mempunyai tugs:
kan tugas—-tugas operasit
dalam wilayah kerjanya, 8
vang berlaku.

Pasal
Untuk menyelenggarakan
Pasal 16 Peraturan Daeral

punyai fungsi

membantu pelaksanaan 4

a.
dalam wilayah kerjanya
b. melakukan pembinaan da
kan swadaya dan gotong
c. melakukan kegiatan pen
gram Pemerintah kepada
d. membantu Kepala “elura
dan mengkocordinasikan
layah kerjanya ;.
e. melakukan tugas—tugaav

oleh Kepala Kelurahan-:

leh secrang Kepala.

dah wilayah kerjanya -
dengan Keputusan Bupa-—

s mempantu melaksana—
onal Xepala Xelurahan
esuail dengan ketentuan

L

17
tugas tersebut‘padé

n ini, lingkungan mem-—

ugas Kepala Kelurahan

-

2

lam raangka meningkat-
royong masyarakat ;
erangan tentang pro -
masyarakat

-

4

han dalam »ncabinaan
kegiatan RY/RW di wi

]

lain yang diberikan

........

Paragraf
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Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungeional mempunyai tugas me-—
laksanakan sebzcian tugas dan fungsi Kelurahan
sesual dengan ksahlian dan kebutuhan. :

Pasal 18

(1) Kelompck Jabatan Fungsional sebagaimana di-
- maksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
Jabatan Fungsional yang terbagi dalam ber-
bagai kelompok sesuai dengan bidang keahli-
annya.

(2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) RPa -
sal ini dipimpin oieh seorang tenaga fung-
sional senior yang ditunjuk oleh Kepala Ke-
lurahan.

(3) Jumleh jabatan fungsional tersebut pada -
ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

{(4) Jenis dan jenjang Jjabatan fungsional terse-
but pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -

Bagian Ketiga

Organisasi Pemerintah Kelurahan Poia Meksimal

Paragraf 1



(1

(3)

(4)

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan
Pola Maksimal

Pasal 20

Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Po-
la Maksimal terdiri dari :

a. Kepala Kelurahan ;

b. Sekretariat Kelurahan ;

c. Lingkungan ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Kelurahan terdiri dari 5 (lima)
urusan dan lingkunganlterdiri dari 5 (lima)
lingkungan. % .
Sekretariat Kelurahan‘dan limgkungan dipim-—
pin oleh seorang Kepaia vang berada 4i ba-
wah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ke-
lurahan. ‘

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelu -
rahan Pola Maksimal sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Il Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kepala Kelurahan
Pasal | 21

Kepala Kelurahan mempunFai tugas pokok dan
fungsi sebagaimana dimaks?d dalam Pasal 3 dan 4
Peraturan Daerah ini.

Paragraf .........
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Paragraf 3
Segretariat Kelurahan
Pasal 22

Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Kelu-—

rahan sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi

Sekretariat Kelurahan pada Organisasi Pemerin-

tah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut

pada Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini.
Pasal 23
(1) Sekretariat Kelurahan terdiri dari -
a. Urusan Pemerintahan ;
b. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban ;
c. Urusan Pembangunan ;
d. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
e. Urusan Umum.

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud -
ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang
Kepala Urusan yang berada di bawah dan ber—
tanggung Jjawab kepada Sekretaris Kelurahan.

Pasal 24
Urusgan Pemerintahan mempunyai tugas
a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data

di bidang pemerintahan ;

b. mengumpulkan .......... )



- dang pemerintahan ;

mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan -
wilayah dan masyarakat ;

me lakukan pelayanan kepada masyarakat di bi-

membantu tugas~tug§ di bidang pemungutan -

‘Pajak Bumi dan Bang#nan (PBB) ;

membantu pelaksana dan pengawasan Pemilih-
an Umum (PEMILU) ; -

membantu pelaksanaa tugas-tugas di bideng -
keagrariaan sesuai dengan peraturan perun—
dang-undngan yang berlaku ;

mengumpulkan bahan
bidang pemerintahan.

Passl 25
Urusan Ketenteraman ;1n Ketertiban mempunyai

tugas :

S

mengumpulkan, mengollah dan mengevaluasi data
dibidang Ketenteraman dan Ketertiban ;
melakukan.pembinaan ketenteraman dan keter -
tiban masyarakat ;

melakukan pelayc-nan masyarakat dividang ke -
tenteraman dan ketertiban ;

membantu pelaksanaan pengawasan terhadap pe-
nyaluran bantuan kepada masyarakat serta me-—
lakukan kegiatan pengamanan akibat bencana
alam dan bencana lainnya ;

€. membantu .........

|




]

membantu penyelenggaraan kegiatan adminis -
trasi pertahanan sipil ;

membantu dan mengusahakan kegiatan yang ber-
kaitan dengan pembinaan»kerukunan warga ;

mengumpulkan cahan dan menyusun laporan di -
bidang ketenteraman dan ketertibar.

Pasal 26

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

&

b

mengumpulkan, mangolah dén mengevaluasi data
dibidang perekonomian dan pembangunan ;

me lakukan kegiatan pembinaan terhadap perko-
perasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegi-

tan perekonomian lainnya dalam rangka me-
ningkatkan kehidupan perekonomian masyara—
kat ;

melakukan pelayanan kepada masyarakat dibi -
dang perekonomian dan pembangunan ;

melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan
swadaya dan partisipasi masyarakat dalam me-
ningkatkan perekonomian dan pelaksanaan
pembangunan

membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan -
pembangunan serta menjaga dan memelihara
prasarana dan sarana fisik di lingkungan XKe-
lurahan ;

melakukan administrasi perekonomian dan pem-
bangunan di Kelurahan ;

g. membantu, .........



}.-.-
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2. membaniu, membina dan meLyiapkan bahan-bahan

dalam rangka musyawarah

Masyarakat Desa ;

Lembaga Ketahanan

mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di -

bidang perekonomian dan

Pasal

pembangunan.

27

Urusan Kesejahteraan Rakyatl mempunyai tugas :

a. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibi -
dang kesejahteraan rakyat ;

b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan,

+h

kesehatan,
kan masyarakat ;

keluarga berencana,

dan pendidi-

membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/-

bantuan terhadap korb

bencana lainnya i

membantu pelaksanaan Pe

keluarga (PEK), Rarang

Organisasi Kemasyarakat

membina kegiatan pengum

shadagah ;

membantu pelaksanaan pe

Merah Indonesia (PMI) ;

mengumpulkan bahan dan

bidang kesejahteraan ra

mungutan dana

an bencana alam dan

mbinaan Kesejahteraan
Taruna, Pramuka dan
an lainnya ;

infak

pulan zakat,

Palang

menyusun laporan di -
kyat.

Pasal
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Pasal 28

Tugas Urusan Umum sama dengan tugas Urusan Umum
pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Mini-
mal sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Peratu-
ran Daerah ini.

Paragraf 4
Lingkungan
Pasal 29 :

Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan sama de-
ngan kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan
pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Mini-
mal sebagaimana tersebut pada Pasal 15, 18 dan
17 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30

Ketentuan Xelompok Jabatan Fungsional sama de-
ngan ketentuan jabatan fungsional rada Organi-
casi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagai-
mana tersebut vada Pasal 18 dan 19 Peraturan
Daerah ini.

B AR iV
TATA KERJA
Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kelurahan,
Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan
Kepala Urusan melaksanakan koordinasi atas se-
gala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 32 ........
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Pasal 32

|
Setiap pimpinan satuan orfanisasi dalam ling-
kungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melak-
sanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingku-
ngan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab me-
mimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta
memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas masing-masing. o

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan orgénisasi dalam lingku-
ngan Femerintah Kelurahan bertanggung Jjawab ke-
pada atasannya masing-masing serta menyampaikan
laporan berkala tepat wakthnya.

BAB| V
LAIN - L AIN
Pasal 35

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian diatur kemudiap sesual dengan pera-
turan perundang-undangan yang berlakmn.

B AB VI
PENUTUP
Pasal 36

|
Ha-hal yvang beium diatur dblam Peraturan Daerah




ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan
Bupati RKepala Daerah sepanjang mengenai pelak-
sanaannya. 5

Pa=zal 37

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak -
tanggal diundangkan.

(2) Pada ssat berlakunya Peraturan Daerah iz,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Febumen Nomor 07 Tahun 1981 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kelurahan Kabupaten Daerah Tingkat II EKebu-
men dinyatakan tidak berlaku lagi.

<

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui-
nya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem—
baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Kebumen.

Kebumen, 28 Juli 1894
DEWAN PERWAKILAN RAEKYAT DAERAH BUFATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT I1 KEBUMEN
KETUA
t.t.d , B.b.d

ZAISAL SIPIET AMIN SOEDIBYO



Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan 3urat Surat Keputusan tanggal
17 Oktober 1984 Nomor :| 188.3/375,/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Ksbunen Nomor 7 Tahun 1894
ceri D pada tanggal 22 Nopember 1594.

\

SEXRETARIS WILAYAH / DAERAH

Lrs. SOEFARDJO ANGGASASMITA
PEMRBINA
NIP. 01

6| 046 438.




I1.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAEREH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 1594
TZNTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH

- KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 KEBUMEN

PENJELASAN UMUM

Hanwa dengan telah diterbitkannva Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Pelaksanaan Keputusar Menteri Dalam Negeri Nomor
115 Tehun 1891 tentang Pedoman Organisasi dan Tata-
kerja Pemerintah Kelurahan dan Surat Menteri Dalam
Negeri tanggal 15 Januari 1993 Nomor 061/160/87
tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kelu-
rahan di Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah,
maka dalam rangka upava peningkatan kelancaran pe-
nyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pening-
katan mutu pelayanan kepada masyarakat dipandang
perlu segera meninjau dan mengatur kembali Susunan
Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kelurahan Kabu-
paten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Peraturan
Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ss/d 37 = Qukgp,jelas.

~~00Boo-~



BUGAX STROKTUR GRGAISAST PRMERINTAK
KRLURAHAK [ABUPATEY DAERAR TINGIAT
I] IEBUMER ( POLA MININAL )

L&HPTRAR T : PERATURAN DAIRAN EABUPAYEY
DARAH TIHGIAT 1 CEDGMEN

B0H0R ;8 TANUN 1994
TANGGAL - 28 JBLI 19%

L

]

DENAR PERAXTLAR RAITAT DAERAY
1ABCPATER DAIRAR TINGEA? 1 REBDMER
FETY)

t.t.d

ZAISAL STPITT

fiPALA
ELURAAR
SEARETARIS
ERLORPOT JARATAR
FURGSTONAL
n 1

VEUSAR Y RUSAN

PEAERINTARAN PRABARGUAY KDY
LHHGETNGAR

BUPATI LEPALY [S:RAE TINGIAT 11
iZBONER

t.t.d

1B SOEDIEYO




’ [AKPIRAW 11 : PERATURE DAERAH CABUPATEK
BAGAR STRUKTUR ORGANISAS PEMERINTAR DAIRAH TTHGEAT 11 LEBUMEN

YELORAHAR KABUPATEE DAERAH TINGEAT
11 KEBUER ( POL& MAESIMAL } BOHR - f TARGN 1934

TANGGAL = 28 JULI 1984

mA
R |

SERETARIS

TELONPOE JABATAN
FUNGSTORAL ]

‘ L s
PRARRITANAY

- TROSAR

DAY IETERTIBAN

| ; TRUSAY

! LIHGEURGAR f—-} PENRANGURAR
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g

DERAY PERWARILAN RAKYAT DAERAK BUPATL [EPAL/ DARRAR TYNGIAT 11
[ABUPATEN DARRAB TINGEAT IT KEBUMER LePRAEN
ISRAN
t.t.d 1.4
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LAMPIRAN II1I

: Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen
Nomor : 8 Tahun 1994
Tanggal : 28 Juli 1994

PENETAPAN POLA ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NO. |  KECAMATAN POLA MAKSIMAL | POLA MINIMAL
NO.! KELURAHAN NO.| KELURAHAN
o KEBUMEN 1.} Kebumen 1. Selang
bEd Panjer 2.1 Bumirejo
3. Tamanwinangun
2. KARANGANYAR 4. ! Karanganyar
2.} Jatiluhur
6.! Panjatan
7.1 Plarangan
3. GOMBONG 8.1 Gomkong
9.1 Wonokriyo

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
KETUA
t.t.d

ZAISAL SIPIET

DAFRAH BUPATI KEPALA DAERAH
1 KEBUMEN TINGKAT 1i KEBUMEN

t.t.d

AMIN SOEDIBY(




